
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 30 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 
• 

Menimbang a.  bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 

• program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2021 perlu untuk dilakukan penyesuaian ; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Tahun 2021. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran •Negara 
Republik Indonesia 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha.n 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 
2016 Nonior 13); 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Hulu Surigai Tengah Tahun 2021. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 
30 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMER1NTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
TENGAH TAHUN 2021. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistemtika 
sebagai berikut : 

a. BAB I 
b. BAB II 

c. BAB III 

d. BAB IV 
e. BAB V 
f. BAB VI 

g. BAB VII  

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II TAHUN 2021 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
PENUTUP 



IA OKTAFIANDI 

2. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Hutu Sungai Tengah Nomor 30 
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah Tahun 2021, sehingga lampiran sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal 

BU ATWULU SUNGAI T GAH, 

Diundangkan di Barabai 

pada tanggal C.;6. :;us 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

HULU SUNGAI TENGAH, 

MMAD YANI G 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
TAHUN 2021 NOMOR 30 
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